BAB I

PENDAHULUAN

Maraknya aksi kekerasan dan kerusuhan massal akhir-akhir ini, membuat kita
cukup prihatin. Dikatakan dengan istilah cukup prihatin, karena dari peristiwa yang
begitu kecil saja, ternyata dapat memicu kerusuhan massal yang menimbulkan banyak
korban, bukan hanya harta benda, melainkan pula jiwa manusia. Sedangkan lokasi dari
terjadinya peristiwa kerusuhan - kerusuhan tersebut merata di hampir di seluruh
kepulauan-kepulauan besar Nusantara ini. Termasuk halnya di daerah Tingkat I
Sumatera Utara tepatnya dibeberapa daerah tingkat II-nya, dimana kerusuhan tersebut
diakibatkan dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran, sehingga
terdapatnya sekelompok orang yang bertindak berlawan dengan perundang-undangan
yang ada.

Tidak mengherankan jika saja banyak orang yang mencari penyebabnya. Ada
sementara pendapat yang mengatakan bahwa sebagai faktor pemicunya antara lain,
karena terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, tersumbatnya komunikasi, atau karena
adanya rekayasa pihak ketiga. Kecuali itu ada pula yang mengkaitkannya dengan
makin meningkatnya suhu politik menjelang pemilu dan di masa pemilu itu sendiri,
terlebih-lebih dengan semakin turunnya nilai rupiah terhadap dolar yang lebih dikenal
dengan istilah krisis moneter.

Menurut Jenderal Purnawirawan A.H. Nasution: “ Maraknya aksi kerusuhan

yang terjadi belakangan ini di tanah air, adalah karena terjadinya ketidak adilan di
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masyarakat, tidak tegaknya hukum, adanya arogansi kekuasaan dari oknum aparat,
tersumbatnya aspirasi masyarakat, serta adanya jurang antara si kaya dan si miskin «l

Dalam hubungannya dengan uraian pembahasan di atas, maka membicarakan
perihal kerusuhan ini tidak terlepas dari faktor-faktor penyulut kerusuhan itu sendiri.
Maka dalam kedudukan yang sedemikian penghasut mempunyai kepentingan atas
peristiwa-peristiwa kerusuhan yang ditimbulkan tersebut.

Kajian skripsi ini tidaklah sedemikian luasnya, hanya saja perbandingan uraian
di atas mendudukkan penghasut pada suatu peristiwa tindak pidana sehingga dengan
demikian sanksi-sanksi pidana sebagaimana yang diatur oleh undang-undang perlulah
dimintakan pertanggung-jawabannya kepada penghasut. Perihal ketentuan menghasut

ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada pasal 160.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul “ Tinjauan Umum Tentang
Penghasutan Menurut Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi
Kasus di Polres Dairi).

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka
selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi
(kata per kata), yaitu :

- Tinjauan Umum, berarti pendapatan meninjau, pandangan, pandangan setelah

' Harian Umum Republika, Senin 6 Januari, 1997, hal. 8.
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